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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 421.2 /Kep. 517 - Dicdix {zoip

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOI.AH DASAR (SD) NEGERI |CIBEAS KECTAMATAN
SIMPENAN DAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI GOBANG KECAMATAN CIAMBAR

_ Menirﬁbang

:Mzngingat

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN IKABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

bahwa dalam rangka memberikan layanan pend|dikan yang merata pada
jenjang dan satuan pendidikan Sekolat: Dasar tert tama di daerah terpencil di
Kabupaten Sukabumi, maka dipandang perlu membentuk Sekolah Dasar
(SD) Neceri: : }

tahwa untuk menjamin pelaksanaan sistem p%nyelengg'a'ra-an dan mutu
satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri, perlu menetapkan
Penegerian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi: :

bahwa kelas jauh Sekolah Dasar (SD) Negeri Cibutun di Kampung Cibeas
Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan dan kelas|jauh Sekolah Dasar (SD)
Negeri Kebon Peuteuy di Kampung Gobang Desia Cibunarjaya Kecamatan
Ciambar, telah memenuhi persyaratan formal dan material untuk ditetapkan
penegeriannya sesuai dengan peraturan perundan[g~undangan vang-berlaku;

. bahwa untuk mal.sud dan kepentingan sebagaimana tersebut padé" huruf a,

b dan c. perlu di‘etapkan dengan Keputusan Bupatfi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentanly Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi .J!awa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); l

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Plpkok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
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Lindagg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
tem Aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diudah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Y

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586):;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nazsional
Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Artara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 lentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

18, Peraturan Pemarintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Repub!k Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4941):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

20.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang
Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah:

21.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku
Teks Pelajaran:

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang- Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:;

23. Peraturan I{Aenteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 20086 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

24.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan (SKL);

25.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tenitang
Standar Kualisifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

28.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang
Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan:

27.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan olen Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

. .
28.Peraturan Menteri Pendidikan Nasiorial Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian Pendidikan;

29.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS),
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah:

31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku:;

32.Peraturan Menteri - Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk
digunakan Dalam Proses Pembelajaran;
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33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;

34.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

35, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;

36.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/200Z tentang
Pedoman Pendirian Sekolah:;

37.Peraturan Daerah Nomor 1 Tzhun 2006 tentang Rencana Pernbangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008-2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukatumi Tahun 20068 Nomor 1 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2006-20*0 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009
Nomor 12); '

38.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadl Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi
Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1

39. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupatén Sukzbumi (Lembaran Daerah Katupaten
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kzbupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisas.
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1):

40.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9).

41.Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 61).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Penegerian Sekolah Dasar (SD) Negeri Cibeas F!_écarnatan_
Simpenan dan Sekolah Dasar (SD) Negeri Gobang Kecamatan Ciambar di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Dengan ditetapkannya penegerian Sekolah Dasar (SD) Negeri sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, maka sistem penyelenggaraan pendidikan,
mekanisme kerja serta tenaga pendidik dan kependidikan secara institusional
harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk terus
melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara optimal.
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EMPAT Dengan ditetapkannya Keputusan Ini, maka ketentuan lain yang bertentangan
dengan Keputusan Inl, dinyatakan tidak berlaku,

KELIMA Keputusan inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Palabuhanratu
_.-pada-tanggal 2\ Juli zo0
e .
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Ty BUi’AT{\SUKABUMI,




